SUKSESI PRESIDEN :

STUDI TENTANG PENGATURAN HUKUM DAN POLA

PERGANTIAN JABATAN PRESIDEN DI INDONESIA by Soemarmi, Amiek et al.
-,APOI~AN 
PENELITIAN
SlJKSESI PRESIDEN :
Sl"'UDI TENT ANG PENGA TlJRAN HlJKUM DAN POLA
.PEI::tGANTIAN. JABA TAN PRESIDEN DIINDONESIA
Oleh
miek Soemarmi" S.I-I., M.I-Ium
:I.;() S:II);lr l>rill;llill, S.II, f\~S
Ilusyil.ll I\sy"ari" S.//., M.Si.
Dibiayai Dengan Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro, Sesuai Surat Per.ianjian
Pe!llksanaan Penclitian Tanggal9 April 2001 Nomor: 106/.107.111>.1.1/1)1,/2001
1:I\KlJl,'I'J\S IllJKlJMJNIVERSIT 
AS DIPONEGORO SEMAI{ANCj
OKTOBER,2001
LEMBAR IDENTIT AS DAN PENGESAHANLAPORAN 
AKHIR HASIL PENELITIAN DIK RUTIN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
' "
u. 
.Iudull>cnclitian Suksesi Presiden : Studi Tentang PengaturanI-Iukum 
dan Pota Pergantian Jabatan Presidendi 
Indonesia
b
Katcgori Pcnelitian
'II/IIIt\miek 
Soemarmi, S.H., M.Hum.Pcrcmpuan[II 
[) / 131 629772
I ,cklor Mj)(lyij
-(ukumUniversitas 
Diponegoro
Imu I-lukum Tata Negara
2, Ketua Peneliti
a, Nama L.engkap clan Gelar
h .lel1is Kclamin
l' I )aI1gktlt/( ;olol1gan/N II)
(I ,lill)illil11 1:1111/',sio!1ill
e, l:tlkultas
r. lJnivcrsitas
g. 13idang flmu yang ditcliti
m Peneliti 3 orang
3
.Iumlah .
4okasi
Pcnclitian Semarang clan Jakarta
5  
Jangka Waktu Peneiitian 5 (lima) Bulan
Rp 
3.000.000,00 (tigajuta rupiah)
).
Biaya yang diperlukan
,...,-;. " Sl:ln;lr;II\!.~.()()kl(l!)er20()1~/M~\1!,O;~~ .4~'I. 
,"<.~k~l£i~k~~s I-lukum UN DIP Ketua Peneliti'i" 
'..' <7..." .~-' f \~, '- -=~:;~~~~..~ r'" (t;'-' ,..., .,~, .,-.,." ~.. ';'1\ ...ij
'J' lJJ .J .'~'", ~, ". '. .,' .,."I..::t";:'" 
r~i ",...~,:. ;'."~ "- i\'a.-.~, -..I-I)'! " " -
\ '~I of- \:;.. " c. ,! .' Y '0 ;;'!
\:\ -;> t:~~J1~.Ti,:;f.a~riti .H., M.I-I. Arniek Soernarmi, S.H., M.I-Iurn.
'\~ /: ~;+;jo 801 51 NIP. 131 629772
.Lf" .\~ "'~ \, "'(J'IrAs HUV," ~ -'~, ~;:,;:;:;..~ Pt.NO,O, ", ..
--;;.-:-::.;; " ...\1en yetU ]Ul?' '<.~ :\~S Dl 1 .
1/i'.,I(.,~~~\ ~~Ct-:~1a I PcneIitian UNDIP
, VI & ~ ..~ ..-' , ;,"'. , .
<-> ,["'1;\""
"1 :: t~~lJ:..~~:; ~:(".~;" I ' .
~ '" ~i~:{~:#P~-et-" :-'df:TR];~~-S;.BD.'" ,~~+ f,
~ """A_.u'I.\"\~h NIP.130529454
RINGKASAN
Studi ini akan mendeskripsikan tentang suksesi Presiden, yang meliputi aspek
pengatuam hukum tentang pergantian jabatan Presiden, dan pola pergantian jabatan
Presiden. Suksesi Presiden dalam sturn ini dimaknai sebagai suatu proses pergantian
jabatan Presiden yang melibatkan figur pejabat Presiden yang lama dengan Presiden
yang baru. 01eh karena itu, fokus studi ini lebih kepada proses pergantian dari satu
figur Presiden kepada figur Presiden lainnya di Indonesia, ketimbang memperhatikan
proses pengisian jabatan Presiden, kendatipun demikian studi ini tidak mengabaikan
aspek proses pengisian jabatan Presiden.
Studi ini rnenunjukkan bahwa pengaturan tentang pengisian dan pergantian
jabatan Presiden tersebar dalarn berbagai pasal UUD 1945 dan berbagai TAP MPR,
sehingga terkesan "tambal sulam" dan tidak terkodifikasi secara sistematis.
Kendatipun demikian, hu.kum positif Indonesia telah memiliki instrumen hukum
dalam pengaturan tentang pengisian dan pergantian jabatan Presiden, baik dalam
kondisi normal, maupun dalam kondisi tidak normal (yaitu Presiden berhalangan
tctap dan Presiden diberhentikan MPR). Salah satu catatan penting dalam studi ini
aoalall !)aIIWLI MI>I{ Inl:lniliki pl:rall sl:lltral J.llmn ml:kallism<.: pl:llgisi.lll J.lll
'"
pergantian jabatan Presiden. .
Studi ini menunjuJ<-kan bahwa dalam praktek ketatanegaraan, pergantian
jabatan Presiden memiliki 'iga pola. Pertama, pergantian jabatan Presiden dengan
didahului suatu penunjukk'iln oleh Presiden yang sedang berku8sa. Untuk pola ini
terjadi pacta saat pergantian jabatan Presiden dari Presiden Soekarno kepada Soeharto.
Kelldatipull pada akhirnyp, Soeharto diangkat oleh MPRS pada. tahull 1968, namull
beberJpa peristiwa sebelumnya yang diawali dengan keluarnya Supersemar
111L:!IUlljukkull uda penunjukkun Juri Prcsidcn Sockarno kepada Presiden Soeharto.
KeJuu, pergantian jabatan Presiden dengan CarR pemilihan lewat persidangan
rvlP!{. Selama kurun 1973 hingga 1998 proses pengisian jabatan Presiden selalu
menggunakan pola ini, namun belum bisa disebut sebagai pergantian Presiden, karena
~
III
.j.lbatan Presiden selalu diisi oleh Soeharto dan tidak acta proses pergantian kepada
II gIll yallL' 1.1111, Y;ltlg ada Ilattyalalt 1)l:ttgisiUlt .Jul),tl"ll l'rl:sidl:11 1'(11;1 1)l:rg,lllli,111
Presiden melalui proses persidangan MPR terjadi pada.saat pergantian dari Prcsiden
Habibi{. kepada Abdurrahman Wahid me1alui Sidang Umum MPR 1999.
Kelil!,u, pergantian jabatan Presiden dengan cara pergantian kepada Wakil
Preside:1. Pada pola pergantian ini terdapat dua praktek ketatanegaraan yang berbeda,
yaitu pacta pergantian jabatan Presidendari Soeharto kepada Wakil Presiden Habibie,
di m;lna saa! itlt l>rcsidc!1 Socharto mcnyatakan hcrhcnti dan menglmdurkan diri pada
tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara dan disaksikan oleh pimpinan DPR dan
pimpin.m Mahkamah Agung. Pacta pergantian ini, Wakil Presiden Habibie
selanjutnya menggantikan jabatan Presiden, namun tidak diikuti dengan proses
pengukuhan oleh MPR dan jabatan Waki1 Presiden dibiarkan tetap kosong.
Pola pergantian jabatan Presiden dengan cara pergantian kepada Wakil
Presiden kembali terjadi, yaitu dari Presiden Abdurrahman Wahid kepada Wakil
Presiden Megawati Soekarnoputri. Berbeda dengan pergantian jabatan Prcsidcn dari
Soeharto kepada Wakil Presiden Habibie, di mana Soeharto menY,ltakan bcrhenti,
ma~a pada pergantian j,lbatan Presiden Abdurrahman Wahid kepad,l W,lkil Presiden,
k,lrl:ll,l AbUUft,111111Utl Wuhid uib~rh~tltikun ol~h M!'!{, U~rb~uu pula ul:llgan pau,1 ~ra
Habibie, di mana selanjutnya jabatan Wakil Presiden dikosohgk,m, p,lda pcrgantian
jab~tan Presiden Abdurrahman Wahid kepada Wakil Presidcn MCg,lw,1ti
Soekarnoputri, jabatan Wakil Presiden diisi oleh figur baru yaitu l-lamzah Haz.
'" .
IV
PI~AKATA
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas
limpahan nikmat dari-Nya kegiatan penelitian ini dapat diselesaikan, sampai dengan
penulisan laporan akhir.
Penelitian tentang ." ini sebenarnya proposal penelitian
sudah ditulis sej.ak Oktober 1998, pada saat sedang hangat-hangatnya pergantian
l'resiuel1 Sl)eharlo kep..lua W..lkil Presiuel1 Ilt\bibie. Prt\ktek kelt\lt\hcgtURan inilt\h
"Suksesi Presiden
yang pada awalnya mcndorong dilakukannya studi ini. Namun studi ini baru dapat
dilakukan pad a tahun 200 I terutama disebabkan karena f'aktor pendanaan, yaitu
,
pencairan dana yang terlambat clan dibarengi dengan pengurangan jumlah dana.
Barangkali ini merupakan profil klasik pengelolaan penelitian di perguruan tinggi
Namun demikian, keterlambatan pencairan dana penelitian ini, memberikan
hikmah tersendiri, yaitu adanya tambahan praktek ketatanegara(1n berupa terjadtnya
dua klli pergantian Prestden, dari Habibie kepada Abdurrahman Wahid tahun 1999,
dan d .\ri Ahdurrahman Wahid kepada Megawatt Soekarnoputri tahun 2001. Tentunya
dua ~eristiwa ini semakin memperkaya khazanah studi ten tang perganti..ul jab..\tatl
Presiden dalam studi ini.
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada
berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Oekan Fakultas Hukum
Undil> yang telah memberikan bantuan moril. Kami mengucapkan terima kasih
kepada Kepala Lembaga Penelitiat.1 Undip yang telah memungkinkan dikucurkan
ualla u.lri DIK I{utin untuk mcmbitlytli penelititm ini. Kcpt\ut\ ktlWtm-kt\wtm sCj.\Wtlt
1ukum 
Undip yang ikut memperkaya studi ini melaluiN Fakultas~Ii I~(lgian
dis si-diskusi. 
Yang tak kalah pentingnya, kami mengucapkan terima kasih kepada
parjl Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Undip dan Perpustakan Gedung
DPfUMPR di Jakarta yang telah memberikan peluang kepada kami .untuk
mefperoleh bahan penelitian.
Terakhir. kami ingin sampaikan bahwa sebagaimana manusia biasa. tentunya
111.11 \':IIl:II,1 Illl, k:IIIII!.._IIIII IIIl:llyaJ:111 [>al,wa StUJI IIII IllaSll1 .laull J:III Sl:IIII>IIIII:1
mengundang kritik clan diskusi dari berbagai pihak untuk memperbaiki studi ini
Kami hanya bisa berharap, semoga studi ini dapat mcmberikan mantaat.
Semara~g, Oktober 200 I
Tim Pcncliti
Amiek Soemarmi
Eko Sabar Prihatin
I-Iasyim Asy'ari
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I. I'I':NI)AII(JI,(JAN
A. Latar Belakang Masalah
Sepanjang 53 tahun merdeka, Indonesia baru memiliki 2 figur yang
\
menduduki .iabatan kepresidenan, yaitu Soekamo dan Soeharto. Hal ini menunjukkan
bahwa betapa Indonesia miskin pengalaman dengan pergantian presiden, dalam arti
daTi satu figur ke tlgur yang lain.
Pengalaman pergantian jabatan presiden dari satu figur ke tlgur yang lain pun
tidak dilakukan dalam kondisi nomal. Pergantian jabatan presiden dari Soekarno
kepada Soeharto misalnya, didahului suatu peristiwa politik yang berdarah. Mulai '
dari serangkaian penculikan dan pembunuhan sejumlah .ienderal di lingkungan
Angkatan Darat, demonstrasi mahasiswa besar-besaran hampir di semua kota besar di
Illlll'lll:si:I, (1:111 (111kllll 1IIIIa JIl:lllllalllaiall r.lllls.111 riou w.lrg.s sipil y.lllg uiiUl:lllifik.lsi
scbagai simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).
,
rremyata pengalaman pergantian presiden yang didahului dengan serangkaian
peristiNa berdarah berulang kembali pad a tahun 1998, ketika S.l. l-labibie naik ke
kursi <epresidenan menyusul pemyataan Soeharto untuk mengundurkar. dirt dart
jabatan ~wesiden yang bclum gcnap 3 bulan dipegangnya. Pergantian figur dalmn
.iabatal1 presiden kali ini juga didahului oleh serangkaian kerusuhan sosial,
demor strasi mahasiswa, penembakan mahasiswa, penculikan dun penyiksaan para
aktills pro-demokrasi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sel,lmcl ini belum pcrnah
" ffin:pfiST~~:M~~~t I
..
Il'I,:'clll..cIIICII~;IIICIIIII:IIY:III!'.llll'III~II:1111:,rk:IIIIJl'I!'.:IIIII:lllj:IIJ:II:IIII'lt':;icll"Icl:lri Itll
figur kepada flgur yang lain.
Dengan demikian, hukum sebagai perangkat sosial yang menjadi sarana
berlangsungnya praktek ketatanegaraan menyediakan seperangkat peraturan tentang
pergantian presiden, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal.
Pl.:naf'siran alas bl.:rbagai pl.:rangkal pl.:raluran hukum lcnlang pcrganlian prcsidcn ini,0
sl:ringkali Inl:ngundang perdebatan, terutama bila berkaitan dengan pergantian
presiden dalam kondisi yang tidak normal (Yusril Ihza Mahendra, 1998). Perdebatan
ini terlihat jelas dalam lipt!tan media massa, menyusul pendapat Prof. Dr. Yusrillhza
Mahendra, yang menyatakan bahwa pergantian presiden dari Soeharto kepada 8..1.
Habibie adalah "sah dan konstitusiona!" kendati tidak di!aksanakan di hadapan
Sidang Majelis Peffilusyawaratan Rakyat (MPR).
Illlllk Illen.iernihk;ln perdeoatan seplltar pergantian .;ao.II;ln presiden, perlll
kiranya untuk diteliti lebih lanjut tentang perangkat hukum yang mengaturnya. Hal
,
ini renting untuk dilakukan karena beberapa pertimbangan berikut. !>ertllmll, Icmbaga
ke~residenan, secara konstusional, memiliki kekuasaan yang begitu besar, schingg,'
pro~es pergantian jabatan presiden ini akan membawa implikasi yang luas pula (S.
'oto 
Pandoyo, 1997 73- 74). Kedua, jabatan presiden scpanjang kurun Ordc l3aru
YUllg tcrkcsun sakral" dun "tak tersentuh", terutama hila dikaitkan dengan figur
Sucharto, agaknya tclah mendorong mlnlmnya studi hukum clan politik yang.
hcrk~litan ocngan lemh~lga ini (Cornel is Lay, 1997 : 3-4). Padahal di n~gara-negara
penganut sistem presidensial, studi mengenai lembaga kepresidenan banyak
2
(111;11,111,;III,ll"IIII;IIII,Itlll\lllclll,;IScllk:111'Itl" )1 I;IllIII AI""SIll, 1);11.;"1 Illkllill
'ala
Negara (1- N) dari Universitas Indonesia yang menulis topik pengisian jabatan
prltsiden, tt:rpaksa harus menunda belasan tahun untuk mempromosikan disertasi
doktolnya karcna kondisi politik di era Soeharto yang tidak memungkinkan.
Keli,~(1, setelah terjadinya pergantian jabatan presiden dari Soeharto kepada
I!J..I.
Jbll~ll: klrullya l:ukup ml:mbl:ri pl:luang untuk dilakukan studi tt.:ntar.g lcmbaga
kcprcsidcnan 
sccara Icbih luas dan terbuka. Dengan demikian lembaga kepresidenan
sebagai salah satu obyek studi HTN menjadi lebih terbuka untuk dijadikan arena
studio
Semu\a studi ini dimaksudkan hanya untuk mengkaji pergantian jabatan
presiden dari Soekamo kepada Soeharto, clan pergantian Soeharto kepada liabibie.
Namun seiring dengan dinamika politik, dalam praktek ketatanegaraan Ind(!nesia kini
1~1;11\ 1\\l"\\lliki 2 ()r:lll!:" pr~sio~ll lagi, yaitll Ahollrralll11:Ill W:,llio 0:"1 M~gawLlti
Soekamoputri. Proposal studi ini disetujui untuk dibiayai sejak tanggal 8 Oktobcr
,
1998, 3 tahun yang lalu, pada saat itu presiden Indonesia masih dijtlbat olch ((tlbibic,
clan pencairan dana penelitian baru terlaksana pad a bulan Agustus 200 I, di mana
ndonesia 
sudah menambah jumlah 2 orang presiden. 01eh karena itu, untuk
keperluan studi ini akan diperluas cakupannya, termasuk juga pergantian presiden
selel,ln era llahibie.
3
I~. Pcrumu~a" Ma~al.,h
Penelitian ini akan digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut
1: Bagaimana pengaturan hukum tentang pergantian jabatan presiden di Indonesia?
2. Bagaimana pola pergantian presiden di Indonesia?
4
